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PROVINS! JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUFATEN JEFARA
NOMOR % TAHUN 2014

TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUBAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA.

. bahwa  pembangunan  berkelanjutan  yang  borvvawasan

hngkungan  wang  diluksanakan  sebagai  upaya  untuk
mew judken Kescjahteraan an kemakmuran masyarakar di
Daerah  merupakan bagan mtegral dari  penvelenggaraan
pemerintahan daerah vang bersih dan berwibawa;

bahwa tanggung jewab sosial perusahaan merupakan sualu
kewajban hukum bagi perusshasn vang sedang malakukan
kegiatan atau usaha untuk mengantisipasi, memelihara, dan
memperhatkan serla menpgatasi permasalahan dampak sosinl
budaya, dampak ekonomi dan dampak keschatan massarakar
akibal usaha yvanp dilakukannva;

bahwa berdasarken ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemernial
Momor 47 Tahun 2012 remang Tanggung Jewab  Sosial
Perusahaan dan  Lingkungan Perserpan Terbatas, seliap
Persernan selaku subjek hukum mempunyai langgung jewab
sosia] dan hngkunean,

. bahwa berdasarksn pertimbangan sebapaimana  dimaksyrd

dalam huruf a huraf b, dan buryl ¢ maka perha membentuk
Peraturan Daerah tentang Tanggung Jaweb Sosial Perusshuan;

. Pasal 18 ayal {61 Undang-Undang Dasar Negaru Republik

Indenesia Tahun 1945:

. Undang-Undang Nwmor 13 Tahun [950 tentang Pembentukan

Paerah-Dacrah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah sebagimana wlah diukah dengan Undang-Undarng
Nomor 9 Tahun 1403 tentang Pembentulkan Daeral Tingkat 1|
Batang dengon mengubab Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Dacrah-Daerah Kabupaten [Dadang
Ligkungan Propins Jewn Tengah (Lembaran Negara Republlk
Indoncsia Tahun 19263 Nomor 52, Tembahan Lembaran Negnri
Republik Indonesia Nomor 2757);
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. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1990 tentang Konservasl

Sumber Dava Alsm Havati Dan Ekoesistemnya (Lembaran
Negare Repubiik Indonesia Tahun 1990 Nomor 4%, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 8§ Tahun 1999 tentang Perlindunpan
Konsumen (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 1999
nomor 42, Tambehan Lemberan Negara Republik Indonesia
Nomor 3821);

. Undang-Undang Nomar 17 Tahun 2003 1tenfang Keuangan

Megara {Lembuaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003
Momor <7, Tambshan Lembaran Negura Republik Indonesiz
Nomor 4256

Undang-Undang MNemor 19 Tshun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara (Lembaran WNegara Republik Indbnesia Tahun
2003 Nomor 70, Tambahan [Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor $297)

Undang-Undang Nomar 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
MNegara [Lembaran Nepara Republik Indeonesie Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembsran Nepara Republik  Indonesia
Nomor 4333},

UndangUndarne . Nomor 20 Twhun 2004 tentang Sstem
Perencanean Pembang unan Nasional  (Lembdran MNegary
Republik  Indonesia  Tabiun 2003 Nomwor 108, Tambahen
Lembaran MNegara Republik Indenesta Nomor 4421);

g.Undung-Undang Nomor 32 Tabun 2004 tentang Pemerintahan

10.

11,

Dacrah |Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nemor #437) schagaimung telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedue Awgs UndanglIndang Nomer 32 Tabun 2004
tentang Pemerptahan  Daerah  (Lembaran Negarn Repubhk
Indonesia Tahun 2008 Nomor 30, Tambalian Lembaran Negaru
Republik Indonesis Nomor 4834,

Undeng-Undang Nomor 25 Tabun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran  Negara Repubilk Indenesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomer 875!

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 200¥ tentang FPerseroan
Terbates [Lembaran Negare Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4736);



12,

13.

14.

15.

17,

[EX

21.

Undang-Undang Nomnr X Tahun 2008 rentang Usaha Mikra
Recil Dan Menengah [Lembaran Negara Republik Indonesis
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indenesia Nomor <4866,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial [Lembaran Negara Republik Indonesia Teahun 2009

Nomor 12, Tambahan Lembaran Negarz Republik Indonesia
Noymor 3967);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 {cntang Perlindungan
Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nemor 140, Tambahan Lembaran Negaro
Republik Indunesia Nomor S059);

Lindang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Persturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Namar 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi

Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomer 11o., Tambahan Lembaran Negara [Repubiik
Indonesia Nomaor 3430

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2003 tentang Pedoman
Fembinaan Dan Pengawasan Penvelenggaraan Peomerimiahan
Daerah [Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomer 165 Tambuahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4393);

Feraturan Pemerinah Nomar 47 Tahun 2012 tentang Tanggung
Jawab o8l Perusahaan Dan Lingkungan Perséroan Terbatas
|Lembaran Negara Repulblik Indonesis Tahun 2012 Nomor 846,
Tambahan Lermbiran Negara Repubdik Indonesia Nomer 33030;

Peraturan Davrab kabupaten Jeparn Normor 3 Tahun 2008
tentang  Urusan  Pemerintahan  Yang Memjadi  kewenangan
Femenntaban Duerahl habupaten Jepara [Lembaran Daerah
Kabupaten Jepasg Tuhun 2008 Nemor 3, Tambahan Lembaran
Dacrah Kabupaten Jepara Nomor 2);

. Peruturun [aerah Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2012

tentang Usaha Mikro, Recil Dan Menengah DO kabupaten
Jepara  [Lemibaran Duaerah  Kabupaten Jepara Tabun 2012
Momer 19, Tambahan Lembaran Dacrah kabupsten Jepam
Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Jepare Nomor 15 Tahun 2012
renang Pembermukan Perattiran Daerak [Lembaran Daecrah
Kabupalen .lepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jepara Nomar 133,



22 Feraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2013

wentang  Perlindungun  Dan  Pengelolasn Lingkungan Hidup
\ILembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 19,
Tambehun lemharan Daerah Kabupaten Jepara Nomeor 17];

Dengan Persetuguan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

Menciapkarn

Ban

BUPATI JEPARA

MENMUTUSEAN,

PERATURAN DARRAH TENTANG TANGOG UNG JAWAR SOSIAL
PERLISAHAAN

BAB |
KRETENTUAN UMUM

Pesal 1

Dalam Peraturan Daerah i vang dimaksud dengan :

1l

2.
3
E)

(1]

=1

Daerah adalah Kabupaten Jepara.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara,
Bupau adalah Bupat Jepara.

Dewan Perwakilan Rakvai Dacrah yang selanjutnya disingkat
DPRD  udalabh Dewan Perwskilan Rakvat Daerah Kabupaten
Jepara,

Tanggung Jawal Sosial Perusahaan vang selanjutnya disingkat
TSP adalah komirmen Perusahnan untuk herperan serta delam
pembangunan  ekonumi  herkelanjutun  guna memngkatkan
kualiias  keludupan dan  lingkungan vang bermanfaat, baik
bagi  Perusshaan sendir), komunitas selempal,  maupun
masyargkat pads tamumnva.

Perusaliaan adalah  organisasi berbadan hukum baik vang,
didirikan berdasarkun Feraturan Perundang-undangan maupun
perjaniisn ¥ang melakukan keplatan usaha dengan menghimpun
modal, bergerak dalam kegiatan produksi bareng dan/atau Jesa
serta bertujuan memperoleh keuntungon.

Ponenima penvelengigra tanegglng  jawab  soskd  perusahwan
aclalaly perseonne ankeluaren kelunipnk dan/ atau masvarakat
Masturakat adalab seluruh pihak. baik Varge hegatra maupun
penduduk sebigal wrang  perseoranpan, kelompok, mmEupurn
badan hukoum vang berkeduduken sebagal penerima manfaat
baik secera langsung maupun tidak langsung.
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9. Pemangku kepenungan adalah  semua pibak bak dalam
lingkungan erganisasi, yang mempunyai - kepentingan  haik
langsung ataupun tidak langsung yvang bisa mempengaruhi atau
terpengaruh dengan keberadaan,  kegiatan  dan periiaku
organisas! vang bersangkutan.

10. Wilavah sasaran adalah kawasan ndustri, kawasan pemukiman
penduduk, kawasan dengan periiniikan apapun  menurut
ketentuan  peraturan perundangundangan baik yvang  ada o
darat muupun di laut /deerah perairan vang terkena dampsk
baik langsuny maupun tidak langsung keberadaan perusahaan
sehingga fungst  lingkungan hidup  terganggu dan  mengalami
Kerusakan fisik dan son Osik

. konnite pelaksana TSP ardalals organisasi atau forum komunikasi
untuk  melaksanakan  program TSP dengan melibatkan
pemangku kepentingan sebapai wadah komunikasi, konsultasi
dan evaluasi penvelenggaraan TSP,

i 2. Organisasi Kemasvarukatan yang selanjuinya disebut Crmas
adalah organisasi  yang - didirikan  dan  dibentuk  oleh
masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamuan aspirasi,
kehendak. keburuhan, kepentingasn, kegiatan, dan tujuan
untuk berpartisipasi  dalam pembangunan  demi tercapainva
tujuan Negara Kesdtgan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila

BAB I
MARSUD, TUJUAN DAN SASAKAN

Baginn Kesalul
Maksud

Pasal 2

Maksud pengaturan TSP di Daerah digunakan sebagal pedoman untuk:

& memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan kebijakan
dan prograrm TSP di Daerah.

b. memberikan arahan dan  kebyijakan kepada perusshaan dan pemangkil
kepentingan di Daerah dalam pelaksanasn kebijekan dan program TSP apar
sesudal dengan perencanaan pemnbangunan Daerah,

Bagian keduu
Tijuan

IMmsa] 2

Pengaturan TSP i Daersh bertujuan untuk:
4 mewyjudkan batasan vang jelas mengenai tangeung jawab sosial lermasuk

H-T'Iﬂl\"ll-nil]'.ﬂl"‘l B e ol o [ Eorat Sl Y. | UL T [T FA



memenuhi  penyelenggaraan TSP sesuaj  dengan  peraturan  perundang-
undangan;

mewljudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha
dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan secara terpadu dan
berdava guna;

mehbndungl perusahaan agar werhinder dari punguten lisr vang dilakukan sleh
pihak-pihek vang tidak bertenang;

meminimalisir dampak negatil’ keberadasn  perusahaan den mengoptimalkan
dampak positif’ keberadaan perusahoan; dan

mewy judkan program rencank Pemerintah Deersh untuk melakukan Apresias
kepada dunia usaha vang melakukan TSP depgan memberi penghargaan seria
pemberian kemudahan dalam pelawnan administrasl.

Bagian hetiga
54 saran

Bisal 4

Sasaran penyelenggaraan TSP oli Daerah umuk meningkatkan:

a

FRDFE

keselahlerasn musvarakst di sekitar Jokasi kegiatan perusabaan beroperasi;
dayva saing perusahaan dalam mesmalankan tanpegung jawab sosial;

kualitas ingkungan hidup.

kualitas pendidikan masvarakar; dan

kualitas keschatan masyarakag,

Bag [

ASAS. PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Baman kesaty
Anay

Phazl 5

Penyelenggaraan TS of Daerah berdasarkan asas:

TW P RE oW

kepastuan huktim;

partisipatil dan aspiratif;
pembangunan yeng berkelanhutan;
transparanst nublik;
kehati-hatian:

proporsionalilas;

efektifitas; dan

berwawasan lingRkungan,



Bagian keduis
Prinsip

i".‘lN‘tl 3

[} Prinsipprinstp penvelenpggaraan TSP di Daersh meliput:
a, kesadaran umum,
b. kepeduban;

keterpaduan:

keparuhan hukum dan etika bisnis;

kemandirian;

sensitivitas:

keberpihakan,

. kemitrean;
i. mutualistik dant non-diskriminasi: dan
j. koordinatil,

|2} Prinsipprinsip penvelenggoraan TSP di Daeerah sebagaimana dimaksud pady
aval (1) dilaksanakan dengen berpedoman pada;
a. mang jemen yang schat;
b. profeunal,

IrENSpAran;

. akuntabilitas;

kreatlf dan inovatf:

leruiour;

gprogrem perbaikan dan berkelanjutan;

h. keadilan vang bijsk, dan

i. kebijakan vang adil

TR Mo oD

s T - R

Hi—lgiﬁn |'\-.Nu;ii
Ruang Linglup

Masnl T

(1] Ruang hingkup penvelenggaraun TSP di Dacrah meliputi:

a, pelaksanaan TSP olely perusshasn;
b. penerima penvelenggaraan TSP, dan
¢ pengawasan TSP oleh Pemeriniah Dacrah,

(2 Ruang lngkup sebaguwmana dimaksud pada avat (1) berlaku bagi semua pihak
yang turut seria berpartisipast dalam penvelengearaan TSP dalam wtayvah
sasaran yang sevara langsung maupun tidsk langsung mengalami dampak atas
Kegiatan dan atau keglaten operasional perusahaan.



BAR IV
HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 8

Perusahaan berhek:

.

b.

mendapatkan pengharg: tan dan / atau kemudahan dan Pernerintah Daerah bagl
perusahaan vang lah melaksanakan TSP
berparusipas: aktil dalem penwlenpgaranan TSP di Dacrah.

[Pl &

Perusahaan berkewajiban:

&

d.

merencanakan, menyusun den melaksanaken keglatan TSP scsual dengan
prinsip-prinsip TSP dengan mendasarkan pada dokumen pembangunan daerah
dan peraturan perundang-undangan yang herlakuyy;

menumbuhkan kemitraan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain  dalam
penyelenggsraan TSP di Daerah;

melaksanakan kajan, monitoring, dan evalUasi terhadap pelaksanaan TSP
dengan  memperhaukan kepentingan perusahaan,  Pemerninteh  Daeral,
masyarakat dan kelestarian lingkungan;

melakukan koordinasi dan pelaporan terhacdap rencana dan pelgksanaan TSP
kepada komile pelaksuna TSP stcara perjodik.

BAR V
WEWENANG PEMERIN TAH DAERAH

Pasal 10

Pemermntah Daerah bemeenang:

d.

b.

membentuk komite TSP:

melaksanakan sinkronisas{ program dan bentuk kegiatan TSP dengan program
pembangunan daerah;

melakukan pengawasan terbadap pelaksassan TSP

memberikan sanksi dan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan; dan
meminta laporan pertapupungeswaban pelaksanaan TSP
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BaB M
PROCRAM DAN KEGIATAN TSP

Buaglin Kesatu
Program TSI

Pasal 11

iIProgram TSP di Dacrabh melyuti:
i pemberdayuaan masyvarakat,
b. kemitrpan usaha mikro, kecll dan kopsarasi; dano
c. program langsung pada mussarakat.

i2) Program sebapg: imana dimaksud pads ayal 1] sebagai bentuk kentribusi dan
kepedulian perusshaan pade biklang sosial, kesehatan, pendidikan, ekonomi,
dan lingkungan mdup.

Bapian kedua
Kegitan TP

PElEEl] L!

{1IProgram pemberdavaan masvarakal scbagaimana cdimaksud dalam Pasal 11
avat (1l huruf a mencakup kegatan bidang keschatan, pendidikan, ckonomi dan
lingkungan hidup vang dilukukan melalui Reterlibatan penub masyvarakat dalam
perencanaan pelaksenaan dan pengawasan program.

[2) Keglatan sebagamene dimaksud pada ayat (1) berbentuk:

a. pembangunan sarana prosatana  daser  lavanan masyarakat  vang
menduking sekior pendidikan, kesehatan, ekonomi, den lingkungan hidup;

b. peningkatan kapasitas masyarakat vang memunjang kegiatan pendidikan,
kesehatan, ckonomi den  lingklngan  hidup berupa pelatihan-pelauharn,
megang, kursus, dan pendampingan; dan

t. penguatan kelembapaan di sckior pendidikan, kesehawan, ckonomi, dan
lingkungan hidup.

Pasal 13

[IIProgram kemtiraan usaha mikro, keell dan koperasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal !l asat (1] huruf b mencakup kegialan bidang ekonemi seskior
perikanan, pertanian, peternaken, perkebupan berhbentuk usaha mikro, kecil
dan koperasi melelui kerjasama bisnis vang saling menguntungkan dengan
perusahaan aley mbak lmnh vang sesusi depgan unn usaha masvarakar  d
wilavah sasaran,

12} Kegiatun sebapimanyg dimaksud pada avet (1) berbentuk:

a. penelitian dun pengkajan keburohar,

b, penguatan kelembagaan sosial-ekonomi mesvarakal

e peningkaisn kemampuan muanaje men dan tata kelola keuangan,
d. pelatthan dan pendampirigan benireusaha:
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£. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan
desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjnsame dan peningkatan klasifikasi
perusahaan;

. memberikan dukungan promosi produk. jarmgan pemasaran. dan distribusi;

g. mendorong tumbuhnya ihovast dan Xreatifitas:; dan

b alih tekoslopg.

Pasal 14

(JProgram secara langsung kepadn magyarakal sebagaimans dimaksud dalam
Pasal 11 avat 1l huruf c meliputl kegiaian bidang bantuan langsung vang
berupa uang alatt barang dan/atau jasa kepads masyarakat yang mengalami
kerentanan, keadaan ‘tanggap darurat dan  bencana, maupun kepada
masy /arskal vang berprestas:.

(2] kegiatan sebagaimana dimaksud pada aval (1) berbentuk .
a4, hibah yang dapat diberikan oleh  perusahaan Kepada muassarakal vang

membutuhkan vang hesernv sestl denpan kL’IIl[&IHﬁUﬂﬂ pertisahaan;

b, penghargesn berupa beasiswo Kepada Kaervawan atdu wargs masvarokal
yang berkemampuan secara skademis namun tidak mampu membiaval
pendidikan;

c. dene  stimulan  umuk  provwk-prowek  pengembangan masyarakat,
penyelengearean lasilitas umum atdy Bentuan modal usaba skaia mikro dan
keeil:

d. bantuan sosal berupa bantuan dalant bentuk uang, barang maupun )asa
kepada pantipant sosal/jnmpo, Ponpes dan serana ibadah lninnye;

£, pelayanan sosial berupa layanan pendidikan, kesebatan, olsh raga dan
sanLunan pekega sosial, dan

. perlindungan sosial, berupa pemhberian kesemparan kerja bagi pera atlet
nasional/dacrah vang sudah purna baki dan bagl penyandang cacat yang
mempunyval kemampuan khtisus

BaB VI
PELAKSANAAN TSP

Passl 15

[1|Pe-laksana dari TSP adalah perusabaan vang berstatus badan hukam,

|2} Perusahaan sebagaimana yvang dimaksucd pada ayat 1| berstalus pusat, cabang
atau unil pelaksanaan yvang berkedudukan di Daerah,

(3 Jenis perusahaan sebagaimana dimaksud pada avat 2] jenis usahanya dapat
melipuli sumber daya slam dan non sumber dayva alam.

4 Pelaksana TS8P sebapamana vang dimeksud pada aval (1] dan eyal (2
mencakup perusahean malik swasta maupun milk negara dan/atau milk
Pemerintah Daegrah, baik sang menghasilkan barsng magpun jasa.

Pusal 16

Dalam menyusun perencanaan prograrn TSP sebagaimans dimaksud dalam Pasal
| 1 apwmti Poeesrvrsssb aan Adanat melibatkam oerso serta miasyvaraskat



BABR Vil
KOWMITE PELAKSANA TSP

Bagian hesatu
Pembentukan

Pasal 17

IiDalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan TSP oleh perusshaan dibentuk

kemite pelaksan a TSP,
12) Pembeniukan komite polaksana TSP sebagaimana dimaksud pada  avar (1),

ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 18

khomite pelsksana TSP di Daeruh bertipas :

a, melakukan sinkronisasi program Pemernintab Dzerah dengan program TSP,

b, memfasilitas! setiap kegiatant TSP unluk diliput media massa:

c melakukan evaluasi terhadap pelaksanasn program dan kegatan TSP,

d. menyusun dan menvampulkan leporan dan rekomendasi pelaksansan TSP

kepada Pemerinlah Daerah dan perusahaan:
v, menvampaikan informasi pelaksanasn TSP di Daerah kepada musy.arakat

Pasal' 15

Untuk melaksanakan tages komite pelaksana TSP df Dacrith memuliki ungsi

&, pengoordinasian pelaksanaarn TSP di Dacrahy;
b. pengicdentifikas; potensi proeman TSP dan perusahasn-perusahan di Duerah.

c. pengawasan dan penilatan selame program TSP,

Baman keugh
heanggolaan

Fasal 20

[} Lembaga dan keangeotzsn komite pelaksana TSP di Daerab twerditi dari :
u. pemerintah daeraly
h. perusahaam

¢, ormas:
|2] Ketentuan mengenal  lembaga  den  keanggotean komite TSP scbhageimang

dimaksud pada avat |1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupats



Bagian Keempat
Susunal Pengurus

Basal 21

1] Susutnan pengurus komite pelaksang TSP lerdin dard
a, kema:
k. sekretaris:

¢. bendaharsa;

d. bidang perencanaan;

¢, bidang monioring dan cvaluasidan

{. bidang Komumikasi,

[2) Pengisian persopalia kepengurusan  komite pelakssnag TSP dilakukan oleh
anggela komite peluksana TSP secara musvawarah mufakag.

Bagan kelima
Masa Baku

Pusal 22

Masa baku Keanggoraan komile prlaksana TSP selama 5 (lima) tahup

Bagian Keenam
Pendanaan

Prnsal 23

Sumber pendanasan komite pelaksana TSP herasal darl Anggaran Prodapaian
Dun Belanja Daerah dan dan pihak ki vane odak mengikar

BAB X
PENERIMA TSP

Pasal 24

Penerima TSP adalah masvarakat vang terdirs -
A. pCrstorangan;

b.  keluarga;

c.  kelompok: dan

d. program.
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BAB X
PENGAWASAN DAN PELAPORAN TSP

Fasal 25

(MPemertntah Daerahy dapar  melakukan pengavasan  secara  berkala, sesuar
dengan kebutuhan untuk agar tercipta akling invesias: vang baoik.

2] Dalarn  melakuk:n pengawusannye Pumerintah Daerah melakukan  keghan
sebagai berikur:
4. menetaphkan standar operasional pocducer [SOP);
b. mengadakun cvaluasi di seltap tahupnyasdan
<. bekera sama dengan komile pelaksana TSP,

131 Ketentuan leblh lanhat menpenai pelaksanaan kegietan sebagaimana dimakeuel
Pada aval (2} diatur dengan Peraturan Bupaty.

Patsl 205

{IPemerintah Daeralh menvampaikan program  skala priormes sebagat  bahan
dalam perencanzan program TSP kepada komile pelaksanaan TSP,

(2] komite  pelaksanaan TSP sebageimana di  maksud pada awa (I} wajb
memampaik an rencang, prlaksanaan dan evaluas: TSP dari MASING-Masiig
perusahaan vang menjadi angeota kepada Pemerintah Daerah,

[}) Pemerimtah  Daerah  menvampaikan laporan  pelaksanaan TSP setlep  tahun
kepada Dewan Pervakilan Bakyat Dnerah.

BAR X
PENGHARGAAN

Pnsal 27

fl} Pemerintah Daerah memberiken peoghargaan kepada pelaksana TSP.

2} Ketemtuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara pemlalan,
penominasian dan penclapan perusshaan vang berhak menerima penghergean
sebagaimana dirnaksud pada avat (1] di atur dengan Peraturan Bupati.

BAR XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

[IIMasyarakat mermilik] Kkesempatan vang sama  dan seluas-luasnya  untuk
berperan aktil dalam pelaksanaan TSP di Daeraly

i2] Peran serta masyaraka! scbagaimana dimaksud pada avat (1) dapet berupa:
B pengawasHn;
b. pemberian saran, pendaput dan st
¢. keberatan, pengaduan; dan
d. penyampaian misrmasi dan/ atau laporan.
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(3] Peran serta masvarakat sebageimana dimaksud pada avat [2) dilakukan ontuk:
a. memngkaltkan kemandinan, keberdavaan maswvarakat, dan kemitraan;
b menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan mascarakat;

¢ menumbuhkembangkan ketanggapscgeraan masyarakat untuk melakukan
pengawasan,; dan

d. mengembangkan dan menjuga bhudeyva dan kearifan lokal.

BAR X1l
PEMBIAYAAN

Fagal 20

{1] Pemblavaan penvelenggaraan TSP berasal dart sebagian keuntungan hersih

s¢telah pajek alau berasal dari angguran lain wang elgh & tentukan oleh
perusahaan

[ Setép  prrusshsan  yang  memjalankan, kegietan  danfatal usaha  yang
membidangi cksploitasi aas sumber dava alam wigib menerapkan TSP dengan
biava vang dianggarkan dan diperhitunghkan sebagai bigye perusahaan dengan
memperhatikar  dkuran  usaha, pihek-pihak  yang  berkepentingan  dan
Iransparast keuangannya.

BAB XIV
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 30

[11 Penyelesalan sengkela dalam pelalcsanaan TSP dilakukan secara musyavargh
mulakat.

[2] Apabila penselesainn sengkeir sebhagaimana dimaksud pada asat (1] tidalk
lercepal, pard. pihek dapat menempult upaya penyelesalan senghketa d luar
Lembaga Pengadilan {(Non Litigast)

(3] Ketentuan lebih lanjut smengensi penvelesaian sengketa & luar Lembaga
Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat |2) dilakukan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

BAB XV
SANKS] ADMINISTRATIF

Pasal 3l

(1} Bupau dapat menerapkan  sanks!  admmisraul kepaeda  perusshsan  vang
melanggar ketentuan kewajiban atas TSP,

[2) Sanksi adrnistratf sebagaimana di maksud pada ayat 1) dapal berupa;
a peringalan tertulis:



h. pembatasan kegtatan usaha;
€. pembekuan kegiatan Ussha dan /atau lasllites perusahaan; dan
d. pencabutan izin kegatan usaha dan/atau [asiitas petusahaan.
[3] Ketentuan lchih lanjut mengenal penerapsn sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada asat’ (1) dan sval (2) distur deppan Peraturan Bupati.

BaB XVl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32
Peraturan Daerah ini mula: berlaku pada tangpa! diundangkan.
Agar setilap orang mengetehuinya, memerintahkan  pengundangan  Peraturan
Dacrah i dengan penempatannva dalan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.
Ditctapkan di Jepars
pads tenggal 29 Agustus 2014
IUPATI! JEPARA,

- ' )
AHMAL mﬁzum

Diundangkan di Jepara
pada langgal 29 hguatua 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,

ILIT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN .JEPARA TAHUN 20i4 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN (IEPARA, PROVINSG| JAWA TENGAH
1173720144,
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PENJELASAN
ATAS

PERATLURAN DAERAH KABLIPATEN JEPARA
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANCG
TANGGUNG JAWAR S0OSJAL PERUSAHAAN

UMLU'M

Keberadaun  jerusahaan (el menjadi institusi bisnis yveng dominan,
erliinya perusahaan telah memberikan pengaruh bagi pembangunan ckonomi
nasional dan daerah, melalui akuvitas perusahaan  secara nyata  telah
memberikan lapangan kerja, memberikan produk Larang Maupun jasa yang
diperiukan untuk kehidupan masyarakat,meningkatkan pembangunan ekonomi
berkelanjutan, meningkatkan kepasitas dan kemampuan teknologl, scria
mewujudkan  kesejehteraan masyarakat dalam  susty sistern perekonomian
vangberdaya saing.

Dari sist yang lain, mteraksi antara perusahaan dengan masyarakat
sccara sosial semalkin lekat. perusahaan telah masuk dan mempengarutii
semua lini kehidupan masyarakat, Perusahzzn selain sebagal institusi bisnis
Juga teleh menjadi bagmn dar warga negara feorporae citizenshup) vang terlibat
langsung dengan dinamika masmrakat. Keberlanjutan bisnis perusshaan jhugs
sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan kualitas kehidupan masvarakar.
Perusahaan tidek boleh hanva mencari keuntungan sernata, telapi juga harus
kul  serla moemperhatikan  kelestirian  lingkungan  hidup dan pegiul pacda
persoplan sosial yvang dihadapi masvarakat fgrofit. people ptanet).

konsep Tanggung Juwab Sosial Perusahaan (TSP), bahwa perusahaan
memutuskan untuk berkontribusi kepada masvarakat agar kehidupannya lebib
baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak dirusak Fungsinya. Dalam
Pasal 74 Underng-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan ‘Terbatas
memual ketentuan bahws perservan sang menplankan keplatan usahanya i
tidang dan/atau herkatan dengan sumber daya alam wajb melaksanakan
tanggung jewab sosml dan lingkuongan dengan menpajokasikan dana vang
diperhitungkan  sebagai Bwva  perseroan vang pelaksanaannya dilakukan
dengan memperhaukan kepatutan dan Rewajiban, Sedangkan pasal 15 Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewijiblkan setiap
penanam modal & Indonesia meloksanskan wngeung jawab sasial perusahaan.

Kabupawn Jepara vang merupakan salah satu kabupsaten of Provinsi
Juwa Tengab, merupekan kabupaten vang saat un banvak herdin’ perusahaan,
Berkailan densan hal temselin sunewt penone Kabupawn  Jdeparn mermilikl
Ferawuran Dacrah tentang Tangeune Jawab Sosigl Perusahaan

Tujuan penpgamiran TSP ddm  Perntuyran Daerah adalah:

a, mewuudkan batasan vang jelas mengenal tanggungawab sosia) tormasuk
lingkungan perusahaan besertapihak-pibak yang menjadi pelakunya;

b, memenuhi penwelenggaraan TSP sesuai dengen peraturan  perundang-
undangan vang berlaku delam suaty koordinas:

v. mewwjudikan kepastan doan perlindungan bukum bagi pelaku dunia usaha
dalam peluksunaan tanggungawsh sosial perusahaan secara terpadu dan
berdava pun;

d  melindungi perusahaan agar terhindar darl pungutan liar yang dilakukan
cieh pihak-pihak vang udak bemvenang;

e. memimmalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan

|y PR | - ISP 1 L. N P



L mewujudkan  program  rencana Pemerimtah Dacrsh untuk melskukan
apresiast kepada dumis usahba  vang melakUkan TSP denpan  memberi
penghargnan serta pemberian keslahan dalam pelgvanan administrasi

. PASAL DEM! PASAL
Pusal |
Cukup jelus
Pasal 2
Cukup clas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal &
Cukup jelas
Pusal £
Cukup jelas
Fasal 7
Cukup jelas
Pasal &
Cukup ' jelas
Pasal O
Cukup jelas
Pagal 10
Cukup jelas
Pasal 1]
Cukup jeles
Pasal 1.2
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup elas
Pasal 14
Cukup jelas
Pagal 15
aval (1)
Cukup )elas
aval {2)
Cukup jelas
aval [3)
perusuhaan yang menjalankan kegiatan usahanye di bidang danjatau
berkaitan dengan sumber deva alem dan non sumber daya alam.
aval |3
Clkup relas
Pasd 16
Cukup jelas
Pagal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup clas
Pasal 19
Cukup jeiss

Pasal 2
Cukup jelax
Pasal 21
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Pasa| 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasu! 24
Cukup jelas
Pasdl 25
Cukup jclas
Pasal 26
Avat {1
Program  skala priontas dari pemerintah deerah dapat digunakan
sebagsl  bahan  perimbangon perusabman  dalam  merencanakan
pelaksunaan TSP mgar df lapangen rerjidt keharmonisen antara upeve
pemernnlah daerah dengan kepiatan swastg,
Aval 12
Cukup jolas
Avar [3)
Cukup |elas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 228
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup elas
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